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ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya mempunyai berbagai kebutuhan yang harus
dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka manusia memerlukan
pekerjaan. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada usaha orang
lain. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada
orang lain, yang memerintah maupun mengutusnya dan harus patuh serta tunduk pada
orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang dilakukan seseorang
pada orang lain ini yang di atur pada Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia
saat ini.

Jika berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka dapat
ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa
faktor ketenagakerjaan sebagai Sumber Daya Manusia, di masa pembangunan
nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya
Pembangunan Nasional di negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga
kerja merupakan sarana yang sangat dominan dalam kehidupan suatu bangsa.

Saat ini hukum ketenagakerjaan menjadi penting untuk diketahui, baik bagi
tenaga kerja maupun bagi perusahaan sebagai pemberi kerja. Di dalam pertimbangan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa
dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Perlundungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjadi hak-hak dasar
pekerja/buruh  dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atau dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganmya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Penulis merumuskan permasalahan yang ditimbulkan dari waktu kerja pada
waktu kerja pada satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan eksplorasi
pertambangan minyak yang berbeda dengan sebagaimana yang di atur secara umum
pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan bagaimana Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di perusahaan tersebut terkait dengan perlindungan bagi pekerjanya, serta apakah
untuk berorganisasi dan berkumpul untuk memperjuangkan jika terdapat hak-haknya
yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

Waktu kerja pada perusahaan tersebut berbeda dengan yang diatur secara
umum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adanya Undang-Undang yang
mengatur meng-ena.i ketanagakerjaan ini, maka dapat juga memberikan perlindungan
bagi para pekerja di Republik Indonesia ini.

KATA KUNCI : Ketenagakerjaan, Pekerja, Perlindungan Pekerja.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling
sempurna, yang diberi akal dan pikiran. Akal dan pikiran itulah yang
membuat manusia melangsungkan kehidupannya dengan sebaik-
baiknya. Kehidupan sebaik-baiknya yang dimaksud adalah kehidupan
yang serasi, selaras dan seimbang. Kehidupan yang demikian dapat
diperoleh jika manusia tersebut bekerja dan berusaha. Kehidupan yang
serasi, selaras dan seimbang tersebut juga menimbulkan beraneka
ragam kebetuhan yang harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhi
kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk bekerja baik pekerjaan
yang diusahakan sendiri, maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan
yang diusahakan sendiri, maksudnya adalah bekerja atas usaha, modal
dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain adalah

bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberikan perintah



dan mengaturnya, oleh karena itu pekerja harus tunduk dan patuh pada

orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.1

Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja“ yang
artinya “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja” (Pasal 1 huruf 1 UU. No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sebelum adanya istilah
pekerja, dalam hal hukum ketenagakerjaan dipakai istilah buruh, yang
secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuh, yaitu
keadaan di mana seorang bekerja pada orang lain (pengusaha), dengan
demikian, hukum perburuhan lebih sempit cakupannya daripada
hukum ketenagakerjaan karena hanya menyangkut selama tenaga kerja
(buruh) melakukan pekerjaan. Disamping itu, subjek yang diatur
dalam hukum perburuhan adalah buruh saja, yaitu “orang yang bekerja

pada pihak lain dengan menerima upah,” sedangkan subjek danobjek

hukum ketenagakerjaan sangatlah luas.

1 Zainal Asikin dkk, Dasar-dasar hukum perburuhan, PT. Raj i
Persada, Jakarta , 2002, him 1 » PT. Raja Gravindo



Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu
yang dimaksudkan dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar
seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh
pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar (berkerah
biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan “halus”
sebagai pegawai administrasi yang bisa duduk di meja disebut dengan
white coolar (berkerah putih). Biasanya orang-orang yang termasuk
golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga

orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.

Pemerintah Hindia Belanda membedakan antara blue coolar
dengan white collar ini semata-mata untuk memecah belah golongan
bumiputera, dimana oleh pemerintah Belanda antara keduanya
diberikan kedudukan dan status yang berbeda. Orang-orang white
collar dikatakannya adalah orang-orang yang terhormat yang pantang
melakukan pekerjaan kasar, sedangkan orang-orang blue collar
adalah kuli kasar yang hampir sama kedudukan dengan “budak” yang
harus tunduk dan patuh, hormat kepada orang-orang white collar.

Disinilah letak kelicikan penjajah Belanda untuk memecah belah



bangsa kita sesuai dengan prinsip “devide et empera” yang terkenal

itu.

Pada awalnya sejak diadakan Seminar Hubungan Perburuhan
Pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk
diganti dengan istilah pekerja. Usulan pergantian ini didasari
pertimbangan istilah buruh yang sebenarnya merupakan istilah teknis
biasa saja, telah berkembang menjadi istilah yang kurang
menguntungkan.Untuk mendapatkan istilah baru yang sesuai dengan
keinginan memang tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus kembali
dalam UUD 1945 yang pada penjelasan Pasal 2 disebutkan, bahwa
“yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi,
serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif”. Jelas di sini UUD’45
menggunakan 1istilah “pekerja” sebagai pengganti kata “buruh”

karena mempunyai dasar hukum yang kuat.

Namun kemudian, dengan diundangkannya UU No. 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan
istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut UU 13

Tahun 2003 pekerja/buruh adalah : “Setiap orang yang bekerja



dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1

angka 3 UU 13 tahun 2003).

Pekerja/buruh diatas mencari pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, dengan memilih tempat bekerja sesuai dengan
pendidikan yang telah ditempuhnya dan sedapat mungkin mendapat
imbalan atau upah yang sebesar-besarnya, begitu juga dengan tempat
pekerjaan atau perusahaan yang bonafit di mata khalayak umum.
Selain itu pekerja/buruh tersebut juga cenderung mencari tempat
pekerjaan yang efisien dan ekonomis. Maksud daripada “..efisien dan
ekonomis™ diatas adalah tempat pekerjaan yang banyak diminati oleh
pekerja-pekerja adalah perusahaan atau tempat pekerjaan yang dekat
dengan tempat tinggal atau terletak di kawasan strategis, di pusat kota

atau keramaian yang mudah untuk dijangkau, sehingga menghemat

biaya untuk transportasi.

Namun ada pula pekerja atau buruh yang tidak mementingkan
tempat pekerjaan, tidak mementingkan dekat atau jauhnya tempat
pekerjaan namun upah atau imbalan yang ditawarkan. Salah satunya
pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pada perusahaan

pertambangan, perminyakan, perkebunan, dan lain-lain. Pekerja pada



perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar mendapat upah (gaji)
yang relatif lebih besar daripada pekerjaan pada perusahaan lain yang
lokasi pekerjaannya mudah dijangkau, sedangkan lokasi pekerjaan
pada perusahaan-perusahaan dengan sektor usaha tertentu di atas
relatif jauh dan sulit dijangkau dari tempat tinggal masyarakat pada

umumnya.

Pekerja atau khususnya pekerja pada perusahaan miyak
(sektor usaha tertentu) adalah manusia biasa yang mempunyai daya
tubuh untuk melakukan pekerjaan yang terbatas dan juga memerlukan
waktu istirahat, oleh karena itu untuk menjaga kesehatan fisiknya
diberikan kesempatan untuk istirahat dan waktu kerja yang
sesuai.Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan
mengenai waktu kerja, begitu juga pada sektor usaha atau pekerjaan

tertentu.

Batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tersebut adalah waktu kerja untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu yaitu 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40
(empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sedangkan untuk waktu

kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu 8



(delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1
(satu) minggu.2 Sedangkan dalam Konvensi ILO No. 1 (1919) :No.
30 (1930) waktu kerja maksimum 8 (delapan) jam sehari 48 jam
seminggu dan dalam sistem shiff (pergantian jam kerja) dapat lebih
dari 8 (delapan) jam dalam satu hari tapi tidak boleh lebih dari 10
(sepuluh) jam dalam satu hari, dan rata-rata 48 jam dalam satu

minggu.3

Sedangkan ketentuan mengenai waktu kerja untuk sektor
usaha atau pekerjaan tertentu, diatur tersendiri dengan keputusan
menteri (Pasal 77 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003). Dalam memori
penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 diterangkan
bahwa yang dimaksud dengan sektor usaha atau pekerjaan tertentu
adalah pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan
Jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau

penebangan hutan.

2 Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di
Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2006, him 29

3. http:// lib.apindo.or.id /images/- res/Kajian waktu kerja dan istirahat dimensi

ekonomi. Pdfperjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dengan cara - cara lesai
diakses tanggal 25 Februari 2010 g penyelesaian



—_—

Keputusan menteri yang mengatur waktu kerja untuk sektor
usaha atau pekerjaan tertentu adalah Kep.234/Men/2003 tahun 2003
tentang waktu kerja dan istirahat pada Sektor Usaha Energi dan
Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu sedangkan Per-
15/Men/V11/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada Sektor Usaha
Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu mengatur
mengenai waktu Kkerja tersendiri dalam daerah tertentu, yang dapat
dipilih oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional
perusahaan sesuai yang telah ditetapkan.Hal ini tentu tidak sesuai
dengan ketentuan mengenai waktu kerja biasa berdasarkan pada UU

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perusahaan yang menggunakan pilihan waktu kerja
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Kep.234/Men/2003 wajib
memberikan waktu istirahat, yang juga telah ditetapkan. Pelaksanaan
waktu istirahat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan

(pasal 3 Kep.234/Men/2003).4

4 Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di

Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2006, him 4]



Perusahaan yang menggunakan pilihan waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b)
Kep.234/Men/2003 wajib membayar upah kerja lembur apabila
pekerja telah bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
Pada perusahaan sektor usaha atau pekerjaan tertentu, dalam
kenyataannya membayar upah yang cenderung lebih tinggi kepada
pekerjanya demi loyalitas dan kesejahteraan pekerjanya. Perusahaan
sektor usaha tertentu ini membayar upah pekerjanya melebihi UMP
yang diatur, dengan upah yang cenderung tinggi tersebut, maka
perusahaan juga wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada
program jaminan sosial tenaga kerjas. Sebagaimana di atur pada Pasal
2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan

tenaga kerja sebanya sepuluh orang atau lebih , atau membayar upah

5 Ibid, Him 57
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paling sedikit Rp 1.000.000,- sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga

kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian dari jaminan
sosial itu sendiri. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dirumuskan
pada Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut “Jaminan sosial tenaga
kerja adalah suatu perlindungan bagitenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai aibat peristiwa
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”. Sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan sosial tenaga kerja
dibagi menjadi empat program pokok yang harus diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek. Keempat program

tersebut adalahe:

6 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja(Hukum Ketenagakerj j
. ' : s gakerjaan Bidang Hubun
Kerja),PT. Raja Gravindo Persada, 2007, Edisi Revisi, Him 115 ¢ o
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a. Jaminan kecelakaan kerja

b. Jaminan kematian

c. Jaminan hari tua,dan

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Jaminan Sosial tenaga kerja merupakan satu diantara hak-hak
yang dimiliki oleh pekerja/buruh. Para pekerja/buruh harus
memperjuangkan ha-hak yang harus diterimanya tersebut. Untuk
mewadahi dan menunjang perjuangan pekerja/buruh, maka
pekerja/buruh pun mendirikan Serikat Pekerja/buruh sebagagai wadah
perjuangan untuk memperbaiki nasib dan memperjuangkan
haknya.Maka sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor
21 Tahun 200 tentang Serikat Pekerja/buruh yang menetapkan
beberapa prinsip dasar Serikat pekerja/buruh, diantaranya yaitu
jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/buruh tanpa campur tangan pengusaha,

pemerintah dan pihak manapun.

7 Ibid
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Pembahasan mengenai perbedaan waktu kerja pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu dengan waktu kerja pada sektor usaha
umum yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
dan adanya jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan sektor usaha
tertentu ini khususnya pada PT. MEDCO EKSPLORASI DAN
PRODUKSI INDONESIA, serta keberadaan serikat pekerja/buruh
pada perusahaan tersebut sebagai wadah para pekerja untuk
memperjuangkan hak-haknya tanpa campur tangan pihak manapun
termasuk pengusaha dan pemerintah. Oleh karena itu, penulis

mengambil judul,

“STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA PADA PT. MEDCO EKSPLORASI DAN PRODUKSI

INDONESIA (M E&P I) DI SUMATERA SELATAN.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah pola kerja (waktu kerja) pada PT. Medco Eksplorasi dan
Produksi Indonesia berbeda dengan waktu kerja secara umum pada

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana Jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Medco Eksplorasi

dan Produksi Indonesia ini ?

3. Apakah pada PT. Medco Eksplorasi dan Produksi Indonesia ini juga

memiliki serikat pekerja sebagaimana halnya Perusahan lain ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan mengapa pola kerja pada perusahaan

sektor usaha tertentu khususnya perminyakan berbeda dengan pola
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kerja secara umum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan;

Untuk menjelaskan Bagaimana penerapan jaminan sosial tenaga
kerja pada PT. Medco Eksplorasi dan Produksi Indonesia sebagai
hak yang harus diberikan pengusaha kepada tenaga kerjanya.

Untuk Menjelaskan ada atau tidaknya serikat pekerja/buruh pada
perusahaan tersebut sebagaimana halnya pada perusahaan lain
sebagai wadah pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak yang

harus diterimanya.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat yang di harapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

Secara teoritis: Penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur
bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan tentang aturan hukum ketenagakerjaan khususnya
berkaitan dengan pola kerja dan sistem pengupahan.

Secara Praktis: Penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan

informasi kepada masyarakat mengenai waktu kerja, jaminan
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sosial tenaga kerja dan serikat pekerja/buruh pada PT. Medco
Eksplorasi dan Produksi Indonesia yang waktu kerjanya tidak sama
dengan pengaturan pola kerja (waktu kerja) yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
juga bagaimana penerapan jaminan sosial tenaga kerja pada
perusahaan ini untuk memenuhi hak pekerjanya serta ada atau
tidaknya serikat pekerja/buruh pada perusahaan ini, selain itu juga
sebagai referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi,

serta mahasiswa fakultas hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya akan di tekankan pada
mengapa pola kerja (waktu kerja) pada sektor usaha tertentu khususnya
perminyakan berbeda dengan pola kerja secara umum sebagaimana
pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
(Pasal 77 ayat (2)), bagaimana jaminan sosial tenaga kerja pada
perusahaan perminyakan, serta apakah pada perusahaan perminyakan

ini juga memiliki serikat pekerja/buruh sebagaimana halnya dengan
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perusahaan lain, sehingga benar-benar dapat menyentuh esensi dari

permasalahan yang diangkat oleh penulis.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan empiris, penelitian empiris merupakan penelitian
lapangan (field research) yang bertitik tolak pada data primer atau
lapangan yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori
mengenai proses terjadinya dan proses kerjanya yang bertujuan
menganalisis mengapa pola kerja pada perusahaan sektor usaha
tertentu khususnya perminyakan berbeda dengan pola kerja secara
umum yang berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan serta alasan mengapa perusahaan sektor
usaha tertentu tersebut memberikan sistem pengupahan yang
cenderung lebih tinggi dari UMP Provinsi yang telah di tetapkan.
Selain itu untuk melengkapi data primer, maka pendekatan

normatif juga digunakan dalam penelitian. Penelitian normatif yaitu
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penlitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

sekunder.

2. Jenis dan Sumber Datas

a. Data primer adalah klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk
memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif

terhadap data sekunder yang di peroleh langsung dari sumber

pertama.

b. Data sekunder

Diperoleh melalui kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Suatu Peneliti
Gravindo persada, Jakarta , 2001, him 13 = v e i, B
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2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tantang

Ketenagakerjaan

3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor : Kep-234/Men/2003
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer meliputi
a) Buku-buku
b) Hasil-hasil penelitian
¢) Hasil karya dari kalangan hukum

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal

dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan

rujukan bidang hukum, meliputi :

a) koran, majalah, jurnal;
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b) internet, kamus dan referensi lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di : PT. Medco Eksplorasi dan

Produksi Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

4. Populasi Dan Sampel

Populasi dari penelitian ini diambil dari perusahaan sektor usaha
tertentu khususnya perminyakan di provinsi Sumatera Selatan, yaitu

PT. Medco Eksplorasi dan Produksi Indonesia.
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5. Metode Pengumpulan Data
a. Data primer

Di peroleh melalui lapangan dengan wawancara langsung.
Wawancara dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban
yang relevan dari responden dengan masalah penelitian. Untuk
mendapatkan penjelasan mengenai kenyataan yang ada dilakukan
dengan sengaja kepada orang yang berwenang yaitu pihak atau
pekerja perusahaan perminyakan yang berdasarkan kewenangan,
pengetahuan, dan pekerjaannya dapat memberikan penjelasan
mengenai bagaimana pola kerja (waktu kerja) pada perusahaan
sektor usaha tertentu (perminyakan) tersebut yang dalam
kenyataannya berbeda dengan pola kerja secara umum (Pasal 77
UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan) alasan mengapa
sistem pengupahannya cenderung lebih tinggi dari UMP yang
ditetapkan.
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b. Data Sekunder

Diperoleh melalui bahan kepustakaan yang dilakukan untuk
mendapatkan teori-teori hukum, doktrin, asas-asas hukum dan
pemikiran hukum konseptual yang berkaitan dengan objek kajian
penulisan ini yang berupa peraturan perundang-undangan,

literature hukum, dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

6. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan dengan objek
penelitian telah di kumpulkan maka data tersebut di analisis secara
deskriptif kualitatif artinya data-data tersebut di uraikan secara
sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data
yang lain yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan
berbagai kepustakaan sehingga akan dapat menjawab permasalahan

dan dapat di tarik suatu kesimpulan dengan menggunakan teknik
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deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum kepada

keadaan khusus.9

9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta , him 216

-
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